
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 icntang 
Pcmbcntukan Dacrah Tingkat 11 di Sulawesi (Lcmbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822); 

2. Undang-Undang · Nomor 13 Tahun 2003 lcnlang 
Kctcnagakcrjaan (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana tclah diubah 
bebcrapa kali terakhir dcngan Pcraturan Pcmerintah 
Pcngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 238, Tambahan Lcrnabaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 6841); 

3. Undang-Undang 12 Tahun 2011 lentang Pernbcntukan 
Pcraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana Lelah
diubah dcngan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tcntang Perubahan /\las Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tcntang Pcmbcntukan Pcraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik [ndoncsia Nomor
6398); 

a. bahwa untuk mendukung cfcktifitas dan tcrtibnya 
adminislrasi dalam melaksanakan pembahasan alas usulan 
Penetapan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum 
Sektoral Kota sorta pcngembangan sistern pcngupahan Kola 
Makassar, maka perlu mcrnbcntuk dewan pcngupahan Kola
Makassar Periode Tahun 2023 - 2025 Pada Dinas 
Kelcnagakcrjaan Kota Makassar Tahun J\nggaran 2023; 

b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan scbagaimana dimaksud 
dalam huruf a di atas, pcrlu ditetapkan dcngan Kcputusan 
Wali Kola tcntang Pcmbcntukan Dewan Pengupahan Kola 
Makassar Pcriode Tahun 2023-2025 Pada Dinas 
Kctcnagakcrjaan Kola Makassar Tahun J\nggaran 2023; 
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur 
Sipil Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
be berapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerin tah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 238, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6841); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 560 l) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6322); 

8. Pcraturan Pemcrintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 
Pengupahan (Lcmbaran_Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6648); 

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 542); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tcntang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Mentcri 
Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 77 Tahun 2020 
tcntang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

· (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
12. Pcraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 

tcntang Pcmbentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lcmbaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8); 

13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2022 
tcntang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dacrah Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 
2022 Nomor 6); 

2 



a. Pcngarah membcrikan arahan, pertimbangan, saran dan 
pendapat kepada Dewan Pengupahan Kota Makasar; 

b. Ketua bcrtugas dan bertanggung jawab mengoordinir 
pcnyusunan agenda dan teknis pelaksanaan kegiatan Dewan 
Pengupahan dan melakukan kerjasama dengan instansi 
pemerintah maupun swasta dan pihak pihak terkait lainnya 
dalam rangka mengsulkan penetapan Upah minimumKota 
Makassar dan Upah Minimum sektoral Kata Makassar; 

c. Sekrctaris bertugas dan bertanggung jawab mcnyiapkan 
perlengkapan administrasi kegiatan, menyiapkan 
bahan/ dokurnen tcrkait pelaksanaan kegiatan dan 
menyiapkan bahan laporan pclaksanaan kegiatan Dewan 
Pengupahan; 

d. Narasumber bertugas memberikan saran dan pertimbangan 
Kepada Pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan 
pcngupahan dan pcngcmbangan sistem pengupahan nasional; 

c. Tenaga Ahli bertugas dan bcrtanggung jawab dalam 
mcmbcrikan saran dan pertimbanga kepada Pcmcrintah dalam 

Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu di 
atas bcrtugas sebagai berikut: 

f. anggota 

: Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar 
c. sekretaris : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsos 

Kata Makassar 
d. narasumber: 1. Apindo 5 (lima) Orang 

2. Serikat 5 (lima) Orang 
e. tcnaga Ahli: 1. Pakar ketenagakerjaan T'[satu] Orang 

2. Unsur Akademis 1 (satu) Orang 
: ASN 10 (sepuluh) Orang 

: Wali Kota Makassar a. pengarah 
b. ketua 

Membcntuk Dewan Pengupahan Kota Makassar Periode Tahun 
2023-2025 Pada Dinas Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023 
sebagaimana tercantum dibawah ini : 

KEPUTUSAN WALi KOTA TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN 
PENGUPAHAN KOTA MAKASSAR PERIODE TAHUN 2023-2025 
PADA DINAS KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2023. 

MEMUTUSKAN : 

14. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 90 tahun 2016 tentang 
Kcdudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Serita Daerah Kota 
Makassar Tahun 2016 Nomor 90); 

15. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 123 Tahun 2022 
tcntang Penjabaran Anggaran Pcndapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Makassar 
Tahun 2022 Nomor 123); 

3 

KEDUA 

KESATU 

Menetapkan 



KEEN AM 

KF:LIMA 

Segala biaya yang timbul sehubungan dcngan Pclaksanaan 
Kcputusan ini, dibebankan pada Anggaran Peridapatan dan 
Bclanja Dacrah Kola Makassar Tahun Anggaran 2023 melalui 
Dokumcn Pclaksanaan Anggaran (DP/\) Dinas Kctcnegakerjaan 
Kola Makassar. 
Kctcntuan yang berkaitan dcngan tcknis pclaksanaan 
Kcput.usan ini, akan diatur lcbih lanjul olch Kcpala Dinas 
Kctcnagakerjaan Kola Makassar. 
Kcputusan ini mulai bcrlaku pada langgal ditclapkan. 

KEEMPAT 

rangka perumusan kebijakan pcngupahan dan pengcmbangan 
sistern pengupahan nasional; dan 

f. Anggota bertugas dan berlanggung jawab mclakukan survey 
komponen dan jenis kcbutuhan hidup layak di pasar-pasar 
tradisional, menyiapkan data hasil survey dan Analisa sistern 
pcngupahan mcnyiapkan bahan-ba han pcmbahsan untuk 
rapal Scwan Pcngupahan Kola Makassar, scrla mcmbual 
laporan hasil pclaksanaan kegiatan Dewan Pcngupahan Kola 
Makassar. 

Dewan Pcngawas scbagaimana dimaksud diktum KESATU 
dibcrikan honorarium dcngan rincian sebagai bcrikul : 
a. pcngarah : Rpl.500.000,00 /Orang/Bulan 
b. kctua : Rpl.000.000,00 /Orang/Bulan 
c. sckrctaris : Rp750.000,00 /Orang/Bulan 
d. narasumbcr pcjabat eselon II/yang diselarakan/82: 

1. J\pindo : Rpl.000.000,00 /Orang/Bulan/Kcgialan 
2. Scrikal : Rp 1.000.000,00 / Orang/Bulan 

c. lcnaga ahli : Rp 1. 100.000,00 / Orang/ Bulan 
f. anggola : Rp750.000,00/0rang/Bulan 

KETT GA 
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